Target Pendapatan Pajak Capai 63 Persen

https://akurat.co/id-63497-read-pemkot-yogyakarta-sederhanakan-pembayaran-pajak-

PAD Jatim Tembus 59,63 Persen

Pemprov, Bhirawa

Di tengah upaya Pemprov Jatim mempercepat serapan anggaran, pendapatan pajak di
Pemprov Jatim justru menguat di posisi 63 persen. Pemasukan itu khususnya berasal dari

tujuh sektor yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim.

Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Soeprajitno mengungkapkan, target pendapatan sebesar
63 persen hingga 31 Juli lalu. Hal ini menunjukkan trend positif pendapatan daerah dari
tujuh sektor yang dikelola Bapenda. “Alhamdulillah kita sudah melampaui target

pendapatan untuk triwulan kedua ini,” ungkap Boedi.

Boedi menjelaskan, pencapaian tersebut merupakan target dari APBD murni. Karena itu,
pihaknya yakin dalam perubahan APBD mendatang target pendapatan akan kembali
meningkat. “Ini kita belum bicara pendapatan pada perubahan APBD. Tentunya akan ada

peningkatan setelah perubahan,” ungkap Boedi.

Lebih lanjut Boedi menjelaskan, terdapat tujuh jenis pendapatan yang dikelola Bapenda.
Antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar, retribusi daerah, dan pajak
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lain-lain. Dari tujuh jenis pajak tersebut, hingga saat ini sektor pendapatan yang paling

mendominasi masih berasal dari PKB dan BBNKB.

“Karena itu, fokus pelayanan kita terus ditingkatkan untuk memudahkan layanan ke
masyarakat. Agar masyarakat tidak terbebani saat ingin membayar pajak, tetapi timbul

kerelaan dan kesadaran,” ungkap Boedi.

Boedi mengakui, tingginya capaian target yang dapat direalisasikan Bapenda tidak lepas dari
dua hal. Di antaranya ialah sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terkait
pentingnya pajak. Kedua, peningkatan kualitas layanan untuk masyarakat yang menjadi

wajib pajak.

“Semakin baik kualitasnya, semakin mudah wajib pajak mengakses layanan, semakin dekat
layanannya, akan mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Sebaliknya, kalau sulit

bayarnya, jauh, masyarakat tidak akan antusias membayar,” ungkap dia.

Hingga saat ini, lanjut Boedi, Bapenda telah memiliki 250 kantor pelayanan pajak. Mulai
dari kantor induk Samsat, drive thru, samsat corner, dan payment point. “Kita juga punya

Samsat keliling itu mencapai 87 unit untuk melayani masyarakat lebih dekat,” tutur dia.

Tidak hanya itu, Boedi mengaku pembayaran pajak juga dapat dilakukan di 16.900 gerai
Indomaret. Sehingga masyarakat yang berada di luar Jatim pun bisa melakukan pembayaran
PKB sekaligus pengesahan secara elektronik. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi kembali ke
Samsat setelah membayar di Indomaret. Karena dalam bukti setoran pajak tersebut telah

dilengkapi barcode pengesahan secara digital.

“Ini lompatan inovasi yang selalu ditekankan ibu gubernur. Agar kita dapat memanfaatkan

teknologi untuk memudahkan layanan ke masyarakat,” pungkas Boedi.

Sementara itu, secara umum realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Jatim secara
keseluruhan telah mencapai 59,63 persen dari total target Rp 31,92 triliun selama satu tahun
anggaran. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim Jumadi
menuturkan, hingga kemarin realisasi pendapatan dan belanja daerah terus bertambah.
Khususnya untuk belanja daerah, penguatan cukup signifikan dari 37,1 persen pada triwulan

kedua menjadi 44,35 persen hingga kemarin pukul 18.50.
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“Pendapatan asli daerah ini selain dari Bapenda juga dari dana perimbangan dan pendapatan

lain-lain yang sah,” pungkas Jumadi. [tam]

Sumber Berita :

http://harianbhirawa.com/target-pendapatan-pajak-capai-63-persen/

Catatan :

1. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

menyebutkan bahwa:

a.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
(Pasal 1 ayat 8);

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah  Pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Pasal 1 ayat 9);
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah
pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 ayat 11);
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (Pasal
1 ayat 16);

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Pasal 1 ayat 20);

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah
(Pasal 1 ayat 22);

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak (Pasal 1
ayat 23);
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h. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Pasal 1 ayat
24);

1. Jenis Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu (Pasal 2):

1) PKB;

2) BBNKB;

3) PBBKB;

4) PAP;

5) Pajak Rokok;

2. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
a. APBD Provinsi Jawa Timur TA 2019 terdiri dari (Pasal 1) :

1) Pendapatan Daerah;
2) Belanja Daerah;
3) Pembiayaan Daerah;
b. Pendapatan Daerah terdiri dari (Pasal 2 ayat 1);
1) Pendapatan Asli Daerah;
2) Dana Perimbangan;
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
c. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis pendapatan (Pasal 2 ayat 2);
1) Pajak Daerah;
2) Retribusi Daerah;
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
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